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PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Satdah mempegari, mendaah, dan mempetimbangkan dengan ssksama dan sungguh-
aungguh  hathal yang bersfat mendasr yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta
dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasd 37 UndangUndang Dasxr Negaa
Republik Indonesa Tahun 1945, Madis Permusyavaratan Rakyat Republik Indonesa mengubah
davatau menambah Pasd 18, Pasd 18A, Pasd 18B, Pasd 19, Pasad 20 Aya (5), Pasd 20A, Pesdl
22A, Pasd 22B, Bab IXA, pasd 25E, Bab X, pasd 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasdl 27 Ayat (3),
Bab XA, pasd 28A, Pasal 28B, Pasd 28C, Pasd 28D, Pasa 28E, Pasal 28F, Pasd 28G, pasd 28H,
Pasd 28|, Pasd 28] Bab Xll, Pasd 30, Bab XV, Pasd 36A, Pasd 36B, dan Pasd 36C Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 sehingga sdlengkapnya berbunyi  sebaga
berikut:

Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indoneda dibagi atas daerahrdaerah provind dan daerah provind
itu dibagi aas kabupaten dan kota, yang tigp-tigp proving, kabupaen, dan kota mempunya
pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2 Pemerintah daerah proving, dagrah kabupaen, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan deaerah proving, dagrah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang anggota-anggotanyadipilihmeaui pemilihanumum.

(4) Guberrur, Bupdai, dan Wadikota masngmasng sebaga kepda pemerintah daerah proving,
kabupaten, dan kotadipilih secarademokratis

(5) Pemeintah daerah menjalankan otonomi sHuasluasya, kecudi urusan pemenintahan yang
olehundang-undang ditentukan sebagai rusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan dagrah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penye enggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah proving, kabupaten,

dan kota aau antara proving dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
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Hubungan keuangan, pdayanan umum, pemanfaatan sumber daya aam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanekan secara adil
dan selarasberdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersfat khusus
atau bersfat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
hak tradisonanya sepanjang mash hidup dan sesua dengan perkembangan masyaraka dan
prindp Negara K esatuan Republik Indonesa, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19
AnggotaDewan Perwakilan Rakyat dipilihmedui pemilihan umum.
Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

Dewan Perwakilan Rekyat bersdang sedikitnya sekai dalam setahun.

Pasal 20

Daam hd rancangan undang-undang yang telah distujui bersama terssbut tidek disahkan
oeh Presden ddam wektu tiga puluh hai semenjak rancangan undang-undang tersebut
distyjui, rancangan undang-undang tersebut sth menjadi  undangundang dan  wagib
diundangkan.

Pasal 20A
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungd legidad, fungs anggaran dan fungs pengawasan.
Dadam meaksanakan fungdnya, sdan hak yang diaur ddam pasapasd lan Undang-
undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyal hak interpelas, hak angket dan hak
menyatakan pendapat.
Sdan hak yang diaur ddam pasatpasal lan Undangundang Dasar ini, stigp anggota

Dewan Perwekilan Rakyat mempunya hak menggukan pertanyaan, menyampakan usul dan
pendapat, sertahak imunitas.

Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwekilan Rakyat dan hak anggota Dewan
Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A
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Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undag-
undang.
Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabaannya, yang syara-syarat
dan tatacaranyadiatur ddam undang-undang.

Bab IXA
WILAYAH NEGARA
Pasal 25E

Negaa Kestuan Republik Indonesa adalah ssbuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknyaditetapkan dengan undang-undang.

Bab X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26
(2 Penduduk iadah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hd mengena warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Bab XA
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A

Setigp orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28B

(1) Sdigp orang berhak membentuk kduarga dan mdanjutken keturunan mdaui  perkawinan
yang ssh

(2 Sdigp anak berhak aas kdangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sata berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskrimined.
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Pasal 28C
Sdigp orang berhak mengembangkan diri meldui pemenuhan kebutuhan dasamnya, berhak
mendgpat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni den
budaya, demi meningkatkan kuditashidupnya dan demi kesgjahteraan umat manusa
Setigp orang berhak untuk memgukan dirinya dengan memperjuangkan heknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

Setigp orang berhak aas pengekuan, jaminan, perlindungan, dan kepagian hukum yang adil
Serta perlakuan yang samadi hadapan hukum.

Setigp orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbaan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.

Setigp warga negara berhak memperoleh kesempatan yang samada am pemerintahan.

Setigp orang berhak atas satuskewarganegaraannya

Pasal 28E
Sdigp orang bebas memduk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
dan penggaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggd di
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembdi.

Setigp orang berhak aas kebebasan meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan skap,
seua dengan heti nuraninya

Setigp orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menge uarkan pendapat.

Pasal 28F

Setigp orang berhak untuk berkomunikes dan memperoleh informas untuk mengembangkan

pribad dan lingkungan sosAnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informad dengan menggunakan segdajenis sdluran yang tersedia.

)

ey

Pasal 28G

Setigp orang berhak aas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak aas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asag.

Setigp orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan dergjat
martabat manuga dan berhak memperoleh suaka politik dari negaralain.
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Pasal 28H

Sdigp orang berhak hidup sgahtera lahir den batin, bertempat tingga, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh peayanan kesehatan.

Sdigp orang berhak memperolen kemudahan dan perakuan khusus untuk  memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama gunamencapal persamaan dan keadilan.

Setigp orang berhak aas jaminan sodd yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagal manusiayang bermartabat.

Sdigp orang berhak mempunya hek milik pribadi dan hak milik tersebut tidek boleh diambil
aih secara sawenang-wenang oleh Sgpa pun.

Pasal 28|

Hak untuk hidup, hak untuk tidek disksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidek diperbudek, hak untuk diakui sebaga pribadi di hadgpan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut addlah hek assd manusa
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan gpapun.

Setigp orang berhak bebas dari perlakuan yang bersfat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang berdfat diskriminatif itu.

Identitas budaya dan hak masyaakat tradisonad dihormati sdaras dengan perkembangan
zaman danperadaban.

Pelindungan, pemguan, penegekan dan pemenuhan hak asad manusa adaah tanggung
jawab negara, terutama pemerintah.

Untuk menegekkan dan meindungi hak asas manusa seua dengan dengan prindp negara
hukum yang demokrais maka pelaksanaan hak asad manuda dijamin, diatur dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28]

Sdtigp orang waib menghormati hek assd manuda orang lan daam tetib  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di ddam menjdankan hak dan kebebasannya, sdigp orang wgib tunduk kepada pembaasan
yang ditetgpkan dengan undang-undang dengan meksud sematamata untuk  menjamin
pengekuan sarta penghormaan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesua dengan petimbangan mord, nila-nila agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
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BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Pasal 30

Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta ddam usaha pertahanan dan keamanan
negara.

Ustha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan meldui ssem pertahanan  dan
keamanan rekyat semeda oleh Tentara Nasond Indonesa dan Kepolisan Negara Republik
Indonesasebagal kekuatan utama, danrakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Tentara Nasond Indonesa terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,
sbaga da negara bertugas mempertahankan, meindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara.

Kepolisan Negara Republik Indonesa sebagal sebaga da negara yang menjaga keamanan
dan ketetiban masyarekat bertugas mdindungi, mengayomi, melayani masyarekat serta

menegakkanhukum

Susunan dan kedudukan Tentara Nasiona Indonesa, Kepolisan Negaa Republik Indonesia,
hubungan kewenangan Tentara Nadond Indonesa dan  Kepolisan Negara Republik
Indonesa di dadam menjdankan tugasya, syaratsyarat keikutsertaan warga negara dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara ddam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta
hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Bab XV.

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang Negaraidah Garuda Pancadladengan ssmboyan Bhinneka Tunggd Ika.

Pasall 36B

Lagu Kebangsaan idah Indonesia Raya

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengena Bendera Bahasa, dan Lambang Negaa, sata Lagu

K ebangsaan diatur dengan undang-undang.
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Ditetapkan di Jekarta
padatanggd 18 Agustus 2000
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